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ARSTRAK

Sehagai suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum koperasi bertujuan untuk
menscjahlerakan anggota pada khususnya dan masvarakat pada umumnya. Salab satu
usaha vang dapat mencapal tujuannya tersebut adalah dengan membenkan Fasilitas kredil
pada anggotannya dengan syarat yang mudah dan bunga vang ringan. Selain dapat
memberikannva sendir, koperwsi dapat bekeda sama dengan bank untuk pemenuhan
kredit anpgpotanva, dengan suatu perjanjian kredit antara angpota koperasi dengan bank.
Suatu perjanjian menimbulkan  hak dan kewajiban bagi para pibak yvang membuatnya
vang haris ditastl oleh para pihak.

Berkaitan dengan ite, Penulisan ini difokuskan pada Perjanjian Kredit Dalam
Pembelian Kendaraan Bermotor Antara Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RSUP.
M. M. Diamil Padang Dengan Bank Megs Cabang Padang, Yang menjadi permasalahan
disini adalah bagaimana prosedur terjadinva perjanjian kredit dalam pembelian kendarman
bermotor antzra anggota koperast dengan Bank Mega Cabang Padang, bagaimana
pelaksanaan perjanjian kredit dalam pembelian kendaraan bermotor tersebut dan
permasalahan ape vang terjadi pada pelaksanaan peranjian keedit tessebut dan apa upaya
dalam menyclesaikannya,

Tujuan penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk it
penuliz berusshs mendapatkan data-data daci berbagi sumber dengan menggunakan
metode  wawancara  dan  perpustaksan. Cara  pendekatan vang dipunakan adalahb
permdekatan vuridis sosiologis.

Sefiap calon konsumen vang ingin membeli kendaraan bermotor sceara kredit
melalul koperasi dengan bank mega sebegn kreditumyz harus memenuhi syarat-syarat
vang telah ditentukan, Yanp apabila syarat-syarat tersebut {elah dipenuhi maka akan
ditandatangan surat peganjian vang akan menimbuolkan hak dan kewajiban dari para
pihak, vang mana berarti bahwa pam pihak harus melaksanakan apa-apa yang telah
mereka perjanpikan.



BAR1
PENDAIULUAN
A, Latar Belakang

Dralam Undang-Undang Drasar Tahon 1945, khosusnya Pasal 33 avat (1)
menyehutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan, Sclanjutnya  pada penjelasan Pasal 33 Undang-undang
I3asar Tahun 1945 mengandung makna bahwa kemakmuran masyarakat vang
harus dintamakan bukan kemakmuran orang seorang atau individe, dan badan
usaha yang sesuai dengan it adalah koperasi.

“Koperasi merupskan badan wsaha vang terdin atas perkumpuolan vang
beranggotakan  orang-orang  atau badan-badan  yang bekerja sama  secarn
kekeluargean  dalam menjalankan  usaha, untuk meningkatkan  kesejahteraan
angeota pada Khususaya din masyarakon pada umumnya stas dasar prinsip-prinsip
koperasi den kaedah usaha ckonomi, ™

Penjelasan Pasal 33 i menempatkan kopeeasi, baik dalam kedudukan
soke gund perckonomian nasioanal mawpu  schagal bapgian  integral  tata
perckonomian nasional. Dengan memperhatikan keduedukan koperasi tersehut,
maka dapat dilihat belapa pentingnya permn koperasi dalam menumbuhkan dan
mengembangkan potensi ckonomi rakyat, serta dapat mewujidkan kehidupan
demokrasi ckonomi  yang mempunyai  ciri-cin demokrasi,  kebersarnaan,
kekeluargaan, dan keterbukaan.

Tujman  dari koperasi adalah untuk  mensejahterakan anpgota  pada

khususnya dan masyarakat pada wmumeya® Salah sam usaha untuk mencapai

tujuannya lersebut adalah dengan memberikan kredit kepada anggotannye. Dalam

VUL Purwanin, Pevmeiuk Deakis Ventang Tata Cava Mendieilan den Memgedola Koperasi o
Srdomesio DSemarimee, T9ERL hal, |
* Minik Widiyanti, ¥.W Sunindhia. koperast dar Perekenomio Indonesia {Jokara @ Rincka
Cipta, 204133, Fal 3.



pemenuban  Kredil anpgotannya ini, koperasi sebagai suatu badan  hekum
disamping dapat memberikannya sendird tetapi juga dapat melakukakan kerja
sama dengan badan hukum lainnya seperti bank. Dalam hal ini koperasi dapat
memperaleh pinjaman dana dari bank untuk kebutuhan kredit angpotannys vang
dapat diperpunakan oleh anggotanya untuk berbagi keperluan salah satunya untuk
membeh kendarzan bermotor, Di sini artinya bahwa bank melakukan pembiavaan
kepada anggota keperasi untuk membeli kendanwan bermotor dimana nantinya
anggola koperasi vang akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank,

Dalam melakukan pinjaman ini, harus dibuat sualu perjanjian yang
disepakati olely kedua belah pibak, sesvai denpan Undang-Undang (Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata) yang mana dalam Pasal 1313, perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana sato orang atau lebih mengikatkan dirinya 1erhadap
salu vrung atau lebih.

[ libat dalam prakieknya pefamian mempunyai beberapa bentuk yaito =

perjaniian jual beb

l.

2. perjanjian tukar menukar

3. perjanjian sewa menyena

4. perjanjizn untuk melakukan pekerjaan ataw peganfian kere atau
perjanjiin perburahan

3. perjanjian perscroan atad maatschap atau perjanjian  perserikatan

perdata atau perjanjian persekotian
fr. perjanjian perkumpuolan
7. persetujuan pernberian (hibah)
B, perjanjian penitipan barang
9. perjanjian pinjam pakai
. penanjian pinjam ganti
['l. peranjian bunga tetap alau bunga abadi
| 2, peranjian untung-uniungan
[3. perjanjian pemberian Kmss
|4, perjanjian penanggungan
|5, perjanjian perdamaian.
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BAB IV
PEMNUTLUP

A, Kesimpulan
Setelah penulis varaikan diatas tentang bagaimane prosedur perjanjian
kredit dalam pembelian kendaraan bermotor pada Koperasi Pegawai Megeri

(B REUP DR, M. Djamil Padang, bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit

dalam pembelian kendaran bermotor serta permasalahan-permasalahan vang ada

pada pelaksanaan  perjanjian fersehot meka penulis mengambil  kesimpulan
sehagal berikut :

1. Menpenai Frosedor delam perjanjion kredit dalam pembelisn kendaraan
bermotor pada Koperasi Pegawai Mepgeri (KPMN)Y BESUP DR. M Dyamil Padang
aclalah sebaga becikot

2. Pihak nasabah harus mengajukan pemobonan kepada koperasi dan melengkapi
seluruh pessyaratan vang diberikan yaitu

1. Swrat Keputusan (5K) penganpkalin sehoagm Pegawai di Tingkungan
REUP. DR, M. Djamil Padang.
2. Karu Tanda Pendoduk (K TF).
3). Kartu keluarga (KK
4. Surat Mikah suami dan isteri.
57, Surnl-surat Keteranzan lainnya.
b. Setelsh v pihak koperasi bekega sama dengan bagian keuangan  akan

mclakukan penilain yang meliputi
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